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KOMISI  PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN  KEPULAUAN  SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJURAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RARTAT DAERAH (DPRD) RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIIIAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang           :  a.    bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   30
Peraturan     Komisi     Pemilihan     Umum     Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian
Antarwaktu    Anggota    Dewan    Perwakilan    Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah    Provinsi    dan    Dewan    Perwakilan   Rakyat
Daerah Kabupaten / Kota;

b.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud  pada  huruf  a,  Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten    Kepulauan    Selayar    perlu    menunjuk
Tenaga     Admin      Sistem     lnformasi     Manajemen
Penggantian   Antarwaktu   (SIMPAW)   Anggota   DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dalam
Keputusan    Sekretaris    Komisi    Pemilihan    Umum
Kabupaten  Kepulauan  Selayar  tentang  Penunjukari
Tenaga     Admin      Sistem      lnformasi     Manajemen
Penggantian   Antarwaktu   (SIMPAW)   Anggota   DPRD
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Kabupaten     Kepulauan     Selayar     pada     Lingkup
Sekretariat    Komisi    Pemilihan    Umum    Kabupaten
Kepulauan Selayar;

Men8in8at :    1.    Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    2017    tentang
Pemilihan     Umum     {Lembaran     Negara     Repubfik
Indonesia    Tahun    2017     Nomor     182,    Tambahan
Lembaran   Negara  -Republik   Indonesia   Nomor   6109}
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Udang-Undang Nomor  1  Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang   Nomor
7  Tahun  2017   tentang  Pemilihan  Umum     menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022  Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6832);

2.    Peraturari  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun
2019   tentang  Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan   Umum,
Komisi    Pemilihan    Umum    Provinsi,     dan    Komisi
Pemilihan    Umum    Kabupaten/Kota    (Berita   Negara
Republik     Indonesia     Tahun     2019     Nomor     320)
sebagaimana   telah   beberapa   kali   diubah   teraThir
dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Ken.a Komisi Pemilihan Umum,  Kornisi Pemilihan
Umum    Provinsi,    dan    Komisi    Pemilihan    Umum
Kabupaten/Kota   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

3.    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor    14    Tahun    2020   Tentang   Tugas,    Fungsi,
Susunan    Organisasi,    dan   Tata   Kerja    Sekretariat
Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi
Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan   Sekretariat   Komisi
Pemilihan    Umum    Kabupaten/Kota    (Berita   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  1236  Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  14  Tahun
2020 tentang Tugas, FTlngsi,  Susunan Organisasi, dan
Tata   Kerja   Sekretariat   Jenderal   Komisi   Pemilihan
Umum,  Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan        S ekre tariat       Ko mi si       Pemilihan       Umum
Kabupaten/Kota   (berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

4.    Peraturari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan
Rakyat   Daerah,   Dewan   Perwakilan   Raky.at   Daerah
Ffrovinsi,    dan    Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah
Kabupaten  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2025 Nomor 950);

Menetapkan

RESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

:   KEPUTUSAN   SEKRETARIS  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM

KAB U PATE N        KE PU LA UAN        S E LAYAR        TE NTAN G

PENUNJUKAN    TENAGA    ADMIN    SISTEM    INFORMASI

MANAJEMEN  PENGGANTIAN  ANTAR  WAKTU  (SIMPAW)

ANGGOTA    DEWAN    PERWAKILAN    RARTAT    DAERAH

{DPRD)     KABUPATEN     KEPULAUAN     SELAYAR     PADA
LINGKUP    SEKRETARIAT    KOMISI    PEMILIHAN    UMUM

RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

:   Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian
Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwahilan Ralqrat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

:   Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian
Antarwa]stu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah      (DPRD)      Kabupaten      Kepulauan      Selayar
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :
Nana       : Alisa Maharani
NIP             : 20000821202506 2 010

INo. Hp      : 085397377088

Email        : ranikpuselayar@gmail. com
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KETIGA :   Menetapkan   tugas   Tenaga   Admin   Sistem   Informasi
Mariajemen  Penggantian  Antarwaktu  (SIMPAW)  Anggota
Dewan  Perwakilan  Raky.at  Daerah   (DPRD)   Kabupaten
Kepulauan    Selayar    sebagaimana    dimaksud    dalam
DIKTUM KESATU sebagal berikut:

Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu
Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah    PPRD)
Kabupaten  Kepulauan  Selayar melalui  Sistem lnformasi
Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).

KEEMPAT              :   Menetapkan masa kerja Tenaga Admin sistem Informasi
Manajemen  Penggantian  Antarwaktu  (SIMPAW)  Anggota
Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah   (DPRD)   Kabupaten
Kepulauan    Selayar    sebagainana    dimaksud    dalam
DIKTUM   KESATU   mulai   tanggal   ditetapkan   sampai
adanya pergaritian ADMIN  Sistem  Informasi Manajemen
Penggantian    Antarwaktu    (SIMPAW)    Anggota    Dewan
Perwakilan Rdyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan
Selayar.

KELIRA

KEENAM

Keputusan  ini  disampaikan  kepada  yang  bersangkutan
untuk  diketahui  dan  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa
tanggungjawab.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
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